GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SURAT EDARAN
NOMOR : 824/111.1-3856 /TUUA/BKD/2022
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Latar Belakang

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Mutasi mengatur perencanaan mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara
umum. Untuk mengimplementasikan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tersebut di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka diperlukan penjelasan lebih lanjut
tentang persyaratan dalam proses mutasi agar pelaksanaannya dapat tertib administrasi
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Edaran untuk
memperlancar dan memperjelas proses mutasi dilingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur, yaitu :

1. Mutasi PNS antar Perangkat Daerah;

2. Mutasi PNS Guru dan Tenaga Kependidikan SLTA dalam Provinsi;

3. Mutasi PNS ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; dan
4. Mutasi PNS keluar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait
dalam melakukan proses mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur.

2. Tujuan
Mengatur dan memastikan bahwa proses mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
mutasi.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur tentang persyaratan mutasl PNS di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur.

D.Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
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4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22
Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawal Negeri Sipil;

S. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Mutasi.

E. Ketentuvan Umum

Mutasi PNS dilakukan secara obyektif berdasarkan formasi yang tersedia, Analisa jabatan,
Analisa beban kerja serta atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan
persyaratan jabatan, Masifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan
Perangkat Daerah.

F. Persyaratan mutasi
1. Mutasi PNS antar Perangkat Daerah:
Dilaksanakan dengan teriebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Sekurang-kurangnya telah mengabdi pada Perangkat Daerah asal selama 5 (lima)
tahun;
2) Usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun;
3) Memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan;
4) Tdak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses
peradilan;
S) Semua unsur Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit
dengan sebutan Baik.
6) Melampirkan kelengkapan berkas sebagai benkut :
Fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir;
Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
Foto kopi keputusan penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
Surat Pemyataan dari Kepala Perangkat Daerah asal yang menyatakan:
a) Bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani
hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
b) Persetujuan dan tidak keberatan untuk melepas PNS yang bersangkutan.
S. Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah penerima yang menyatakan:
a) Ketersediaan alokasi anggaran untuk pembayaran Gaji bernkut tunjangan
lainnya yang menjadi hak PNS yang bersangkutan;
b) Persetujuan dan Kesediaan menerima mutasi PNS yang bersangkutan.
6. Dokumen analisis beban kerja dan analisis jabatan serta peta jabatan yang
ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah baik itu Perangkat Daerah asal
maupun Perangkat Daerah yang dituju.
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2. Mutasi PNS Guru dan Tenaga Kependidikan SLTA dalam Provinsi.

Persyaratan mutasi yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi PNS Tenaga Pendidik

dan Tenaga Kependidikan SLTA dalam provinsi yaitu :

1) Berstatus PNS;

2) Sudah bertugas minimal 10 tahun di sekolah asal;

3) Adli bazetting sekolah asal yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;

4) Asli bazetting sekolah yang menerima yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;

S) Fotocopy (jazah terakhir;

6) Fotocopy SK CPNS, PNS dan kenaikan pangkat terakhir;

7) Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir;

8) Asli surat rekomendasi melepas dari sekolah asal yang ditandatangani oleh  Kepala

9) Asli surat rekomendasi menerima pindah dari sekolah yang menerima yang
ditandatangani oleh Kepala Sekolah; dan

10) Asli surat rekomendasi pindah dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi

3. Mutasl PNS ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,
Perpindahan PNS ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan secara
selektif untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi, kompetensi dan
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tenaga profesional yang dibutuhkan Perangkat Daerah dengan persyaratan yang harus
dipenuhi :

1) Berstatus sebagai PNS;

2) Usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;

3) Pangkat paling tinggi Penata Golongan ruang IIl/c untuk formasi jabatan
pelaksana dan untuk jabatan fungsional sesuai dengan formasi/kebutuhan pada
masing-masing jenjang jabatan;

4) Sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA berdasarkan hasil pemeriksaan Rumah
Sakit Pemerintah yang ditunjuk;

5) Memiliki kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan hasil uji kompetensi yang
dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi BKD Provinsi
Kalimantan Timur;

6) Membuat surat pernyataan yang isinya tidak menuntut jabatan dan tidak
menuntut penggantian biaya atas mutasi;

7) Tidak menuntut mutasi antar Perangkat Daerah dan/atau mutasi ke luar
Pemerintah Provinsi kalimantan Timur sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak
keputusan mutasi ditetapkan;

8) Mengikuti tes seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Seleksi terdiri
dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi, kesehatan jasmani dan rohani, serta
bebas narkoba, dan wawancara; dan

9) Melampirkan sertifikat pendidik untuk PNS yang berprofesi sebagai Guru.

Tindaklanjut hasil seleksi tersebut ditetapkan melalui rapat Tim Penilai Kinerja.
Selanjutnya BKD Provinsi Kalimantan Timur akan menerbitkan surat persetujuan mutasi
ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bagi PNS yang dinyatakan
memenuhi syarat mutasi. Surat persetujuan mutasi berisi penjelasan tentang jabatan
yang akan diduduki oleh PNS yang bersangkutan serta persyaratan-persyaratan
administratif yang harus di lengkapi terdiri dari :

a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi asal terhadap PNS yang akan di
pindahkan ditandatangani paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi tujuan terhadap PNS yang akan di
pindahkan ditandatangani paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ;

C. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;

d. Surat persetujuan melepas dari Instansi asal yang ditanda tangani oleh PPK atau
pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

e. Surat Pernyataan dari Instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang
dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang
ditanda tangani oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian;

f. Surat Pernyataan dari Instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang
menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang ditanda tangani oleh PPK atau
pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
menangani kepegawaian;

g. Surat Keterangan bebas temuan dari Instansi asal yang ditanda tangani oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani bidang pengawasan; dan

h. Melampirkan salinan/fotokopi sah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang
berwenang:

1) SK dalam pangkat terakhir;
2) SK dalam jabatan terakhir;
3) Penilaian prestasi kerja bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Untuk pejabat fungsional yang sudah ditetapkan surat keputusan pindahnya, harus
segera mengusulkan pembebasan sementara dari jabatan fungsional pada instansi asal.

Mutasl PNS ke luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang akan pindah tugas keluar

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memenuhi dan melampirkan persyaratan
sebagal berikut :

1) Berstatus sebagai PNS;
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2) Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan  mutasi;

3) Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;

4) Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang
akan diduduki;

5) Surat persetujuan mutasi dari PPK Instansi asal dengan menyebutkan jabatan
yang akan diduduki;

6) Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang
dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang
dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah
menduduki JPT Pratama;

7) Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;

8) Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir;

9) Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang
dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah
menduduki JPT Pratama; dan/atau

10)Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS
tersebut berasal.

11) Mengajukan usulan permohonan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala
Perangkat Daerah Instansi Asal, ditujukan ke Gubernur melalui BKD.

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi teknis/fungsional tertentu yang
formasinya sangat terbatas, tidak diperbolehkan pindah tugas keluar pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur.

G. Penutup

1. Biaya pelaksanaan seluruh tahapan seleksi dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur kecuali untuk seleksi kesehatan jasmani, rohani dan narkoba di
bebankan pada masing-masing peserta;

2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak menanggung biaya perjalanan dinas PNS
dalam rangka mengikuti seleksi; dan

3. Dalam kondisi tertentu apabila Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memeriukan PNS
yang memiliki keahlian yang sangat diperlukan, maka Pemerintah Provinsi dapat
langsung menerbitkan surat persetujuan pindah tanpa melalui mekanisme seleksi

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.SI.
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